TINJAUAN FIKIH MUAMALAT TERHADAP
PAGANG GADAI DI SUMATERA BARAT

Qi

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:
RIKA ANGGRAINI, S.H.
18203010081

PEMBIMBING:
Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag, M. Ag.

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021



ABSTRAK

Pagang gadai di Sumatera Barat merupakan transaksi yang telah ada sejak
zaman nenek moyang. Bila diperhatikan dalam sengketa pagang gadai bahwa
pagang gadai telah terjadi pada tahun 1942 atau pada masa kolonial Belanda.
Pagang gadai lahir sebagai upaya tolong-menolong antar sesama manusia dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara praktis pagang gadai dapat diilustrasikan
adanya pemanfaatan jaminan karena adanya pinjam-meminjam. Sementara hal
tersebut bertentangan dengan kaidah fikih muamalah yakni adanya pemanfaatan
dari pinjam meminjam tergolong ke dalam perbuatan riba. Akan tetapi praktik ini
masih eksis hingga saat ini. Oleh karena kegelisahan akademik tersebut perlu
dikaji lebih mendalam terkait tinjauan fikih muamalah terhadap pagang gadai
yang terjadi di Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan merupakan penelitian
pustaka dan penelitian pustaka guna melihat praktik pagang gadai. Tulisan ini
menggunakan pendekatan normatif karena pisau analisis yang digunakan ialah
fikih  muamalah yakni menggunakan teori bai’ al-wafa’ dalam menjawab
persoalan yang dikaji.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama,
pelaksanaan pagang gadai di Sumatera Barat dilakukan atas dasar tolong
menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Objek
pagang gadai yang dahulu hanya berupa tanah atau benda tidak bergerak lainnya,
telah mengalami perkembangan yakni dapat berupa hal lain seperti kolam ikan,
motor, dan benda lainnya. Kedua, pagang gadai merupakan implementasi dari
akad bai’ al-wafa’ karena pagang gadai sejalan dengan rukun dan syarat bai’ al-
wafa’. Oleh Kkarena itu menurut penulis pagang gadai dibolehkan karena
memenuhi tujuan syariat yakni mencapai kemaslahatan. Menurut penulis pagang
gadai telah memenuhi prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Hal ini dikarenakan
pagang gadai bukanlah termasuk ke dalam akad yang mengandung unsur riba,
gharar, maisir batil dan bentuk terlarang lainnya. Kemudian inti bermuamalah
ialah keredhaan kedua belah pihak, begitu pula dengan pagang gadai yang terjadi
di Sumatera Barat tidak ada unsur paksaan atau pemerasan sedikitpun melainkan
para pihak melakukannya atas dasar kemauan sendiri.

Kata Kunci: fikih muamalah, pagang gadai, bai’ al-wafa’, Sumatera Barat.



ABSTRACT

Pagang gadai in West Sumatra is a transaction that has existed since
ancient times. When we look at the mortgage disputes that pagang gadai have
occurred in 1942 or during the Dutch colonial era. pagang gadai was born in an
effort to help fellow human beings in meeting their daily needs. In practice
pagang gadai it can be illustrated that the use of collateral is due to loans and
borrowings. Meanwhile, this is contrary to the principle of figh muamalah, i.e. the
use of loans and borrowings is classified as an act of riba. However, this practice
still exists to this day. Due to this academic unrest, it is necessary to study in more
depth in relation to the review of figh muamalah against pagang gadai that took
place in West Sumatra.

This type of research is descriptive analytical and is library research and
field research. This paper uses a normative approach because the knife of analysis
used is muamalah figh, which is to use the theory of bai 'al-wafa' in answering the
problems being studied.

The results of this study show that: first, the implementation of pagang
gadai in West Sumatra is done on the basis of helping fellow human beings to
meet their daily needs. Objects that used to be only land or other immobile objects
have undergone development, which can be other objects such as fish ponds,
motorcycles, and other objects. Second, pagang gadai is the implementation of
the bai 'al-wafa' contract because the pawnshop is in accordance with the pillars
and conditions of bai 'al-wafa'. Thus, according to the author, pagang gadai is
allowed because it fulfills the objective of the syariah, which is to achieve profit.
According to the author, the pawnshop has fulfilled the principle of bermuamalah.
This is because mortgages are not contracts that contain elements of riba, gharar,
maisir batil and other prohibited forms. So the essence of bermuamalah is the
pleasure of both parties, and as happened in West Sumatra there is no element of
coercion or extortion at all, but the parties do it themselves.

Keywords: figh muamalah, pagang gadai, bai 'al-wafa’', West Sumatra.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pagang berasal dari bahasa daerah Sumatera Barat yang berarti pegang,
mamagang sawah diartikan meminjam uang kepada orang dan sawahnya menjadi
cagaran.! Gadai merupakan barang yang dijadikan jaminan atas pinjaman
sejumlah uang.? Pagang gadai atau mamagang gadai kerap terjadi di Sumatera
Barat, dalam hal ini gadai yang dimaksud berupa jaminan berbentuk tanah, sawah,
dan lain-lain yang diserahkan kepada si pemberi pinjaman. Jelasnya bahwa ada
pihak yang menyerahkan tanah atau benda yang dianggap bernilai oleh
masyarakat setempat, dan ada pihak yang menyerahkan sejumlah uang tunai.
Benda atau jaminan tadi akan berada dalam pengampuan pihak yang
menyerahkan uang hingga pihak yang diberi uang mengembalikan uang yang
diserahkan sebelumnya.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dinyatakan bahwa gadai merupakan
perjanjian yang mengakibatkan adanya penyerahan tanah dari satu pihak untuk
mendapatkan uang tunai, dengan kesepakatan bahwa tanah akan kembali ke posisi

semula bila uang yang dipinjam dikembalikan kepada

! Departement van Onderwijs en Eerdienst, Kamoes Bahasa Minangkabau-Bahasa
Melajoe-Riau, (Batavia: For De Kock, 1935), him. 170.

2 Ibid.



pemiliknya.® Kemudian terkait hal itu didefinisikan pula tentang jual gadai, bahwa
ia merupakan penyerahan tanah untuk dikuasai oleh si pembeli, tanah akan
kembali kepada penjual bila ia membayar harga kembali kepada si pembeli.*
Gadai juga diartikan sebagai penyerahan jaminan oleh si peminjam kepada si
pemberi pinjaman dalam wujud harta yang dinilai ekonomis, dan jaminan tersebut
akan dikukuhkan oleh si pemberi pinjaman hingga dana yang dipinjam
dikembalikan kepada si pemberi pinjaman, secara sederhana rahn merupakan
bentuk jaminan sebuah utang atau gadai.”

Tidak diketahui kapan tepatnya praktik pagang gadai dilakukan di
Sumatera Barat. Jika ditanya kepada masyarakat yang lebih tua jawabannya tetap
sama, sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu. Tidak ada jawaban yang
tepat kapan tanggal, bulan, serta tahun dimulainya praktik ini. Pagang gadai
termasuk ke dalam kegiatan yang familiar dilakukan di Sumatera Barat. Herman
Sihombing menyatakan bahwa pagang gadai telah terjadi sebelum perang dunia
kedua.®

Ter Haar memberikan definisi sebagaimana yang dikutip oleh Iskandar
Kemal bahwa pagang gadai merupakan salah satu corak perjanjian di

perkampungan ditulis tangan dalam dua lembar kertas, dimana satu lembar kertas

® Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru VVan Hoeve, 1996),
him. 385.

*Ibid., him. 386.

® Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), him. 262.

® Mochtar Naim, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau, (Padang: Sri
Dharma, 1968), him. 78.



dibubuhi materai tiga ribu (3.000) yang telah ditandatangani oleh kaum
penggadai, dan kertas yang lain di kertas biasa. Adapun kertas yang dibubuhi
materai disimpan oleh orang yang memagang (orang yang memberi uang/ yang
memegang jaminan), sementara kertas yang tidak bermaterai diperuntukkan
kepada si penggadai.’

Beckmann mengindikasikan pagang dengan mengambil atau memegang,
dan menyatakan gadai sebagai tindakan menyerahkan tanah. la mengistilahkan
dengan kata pawner dan pawnee. Pawner atau penggadai merupakan orang yang
menyerahkan tanah dan pawnee merupakan pamagang atau orang Yyang
menyerahkan uang.® Sedangkan menurut Sjafnir Dt. Kando Marajo pagang gadai
merupakan tindakan pemindahan sementara penggunaan harta pusaka seseorang
seperti sawah atau ladang, tindakan ini juga dikenal dengan salang pinjam. °

Erwin  menjelaskan bahwa ajaran adat Minangkabau dilarang
memperjualbelikan atau menggadaikan tanah pusaka melainkan untuk
kepentingan seperti, biaya penyelenggaraan jenazah, hajatan atau perkawinan
anak perempuan. Jika digadaikan, maka si pemegang gadai diutamakan masih

memiliki hubungan kerabat dengan si penggadai.’® Adapun objek yang dijadikan

" Iskandar Kemal, Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Kebudayaannya,

(Yogyakarta: Graha Iimu, 2009), him. 69.

® Franz VVon Benda-Beckmann, Property in Social Continuity: Continuity and Change in
the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau West Sumatra,
(Spinger Science Business Media Dordrecht, 1979), him. 169.

° Sjafnir Dt. Kando Marajo, Sirih Pinang Adat Minangkabau: Pengetahuan Adat
Minangkabau Tematis, (Padang: Sentra Budaya, 2006), him. 151.

1% Erwin, Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilinial
Minangkabau, (Padang: Andalas University Press, 2006), him. 119.



jaminan berbentuk benda tak bergerak berupa ladang, tumbuhan misalnya, pohon
kelapa sawit, pohon cengkeh, pohon karet, dan tanaman tua lainnya.

Masyarakat Sumatera Barat dalam kesehariannya mengatakan tindakan
tersebut dengan gadai. Praktik tersebut merupakan upaya tolong-menolong antar
sesama, dan masih eksis hingga hari ini. Tindakan pagang gadai tersebut terdapat
unsur pemanfaatan jaminan yang timbul dari akad pinjam-meminjam. Hal ini

bertentangan dengan kaidah fikih muamalat yang berbunyi:
Tl b A 2B S

Transaksi pagang gadai memiliki dua sisi yakni di satu sisi praktik ini
mendatangkan kemaslahatan dan di sisi lain praktik ini seperti memberikan
kemudharatan terhadap orang yang membutuhkan uang atau si penggadai. Akan
tetapi faktanya praktik ini masih hidup hingga hari ini di kalangan masyarakat
Sumatera Barat. Memang pagang gadai dilakukan menurut ketentuan adat
Minangkabau, namun dalam adat Minangkabau juga dikenal adat basandi syara’,
syara’ basandi kitabullah yang artinya adat berdasarkan syara’ dan syara’
berdasarkan kitab Allah atau Al-Qur’an.

Tulisan tentang pagang gadai memang sudah banyak dilakukan oleh para
akademisi. Namun peneliti-peneliti yang menggunakan teori hukum Islam, lebih
cenderung menggunakan ar-rahn atau menggunakan konsep utang-piutang
sebagai pisau analisisnya. Namun berbeda dengan penulis yang akan

menggunakan teori bai’ al-wafa’ sebagai pisau analisisnya, karena menurut

A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Isalm dalam Menghadapi
Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), him. 138.



penulis secara teknis praktik pagang gadai lebih mirip dengan bai al-wafa’.
Berdasarkan latar belakang tersebut tulisan ini akan mengkaji terkait perspektif
fikih muamalat tentang pagang gadai di Sumatera Barat, dengan menggunakan

teori bai’ al-wafa’ sebagai pisau analisisnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pagang gadai di Sumatera Barat?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalat terhadap pagang gadai di Sumatera

Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan daripada penulisan tesis ini ialah:
1. Untuk mendeskripsikan pagang gadai yang terjadi di Sumatera Barat.
2. Untuk memahami perspektif fikih muamalat terhadap pagang gadai di
Sumatera Barat.
Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yaitu
secara teoritis dan praktis.
1. Secara Teoritis
Temuan ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan terkait

tentang perspektif fikih muamalat dalam pagang gadai di Sumatera Barat.



2. Secara Praktis
Temuan dalam tulisan ini didambakan dapat dijadikan sebagai rujukan
atau acuan masyarakat Sumatera Barat dalam menjalankan pagang gadai dalam

perspektif fikih muamalat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, bahwa banyak ditemukan
penelitian terkait atau mirip dengan pagang gadai. Oleh karena itu perlu pemetaan
agar tidak terjadi pengulangan pembahasan yang sama. Berikut dipaparkan
beberapa studi literatur yang sekiranya berkaitan dengan permasalahan yang
dibahas.

Artikel yang ditulis oleh Hasneni dengan tema Tradisi Lokal Pagang
Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam. Artikel ini
terfokus kepada pemanfaatan barang jaminan yang timbul dari perjanjian utang
yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Menurut Hasneni boleh
hukumnya melakukan pagang gadai perspektif hukum Islam selama tidak
menyeleweng atau mengingkari perjanjian dalam akad. Namun ada batasan
dimana Jumhur Ulama berargumen bahwa jika pagang gadai dijalankan dengan
keleluasaan pihak penerima gadai guna dieksploitasi, demikian dianggap
berlawanan dengan agama. la menggunakan teori ar-rahn sebagai landasan teiru

dalam kajian ini.*?

2 Hasneni, Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif
Hukum Islam, Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies, Vol.1:1 (Januari-Juni 2015),
him. 80.



Artikel yang ditulis oleh Sri Sudiarti yang berjudul Bai’ al-wafa’:
Permasalahan dan solusi dalam Implementasinya. Artikel ini mengkaji terkait
praktik pemajakan kebun karet di Kabupaten Labuhan Batu Utara, kemudian
pajak kebun kelapa dan pemanfaatan tanah sawah di Kabupaten Madina serta
adanya praktik jual gadai di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera utara.
Pelaksanaan praktik ini diawali dengan peminjaman sejumlah uang kepada
seseorang lalu di peminjam menyerahkan jaminan kepada si pemberi pinjaman
dengan syarat jika uang telah dikembalikan maka jaminan tadi akan diserahkan
kepada si peminjam. Semua praktik tersebut merupakan implementasi dari bai’
al-wafa’.

Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ada ketimpangan yang dirasakan
pada masyarakat tersebut karena masyarakat, namun sebaliknya masyarakat
merasa terbantu dengan adanya praktik demikian. Artinya praktik tersebut
menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat tersebut. Praktik demikian
didasarkan pada ‘urf.**

Artikel yang ditulis oleh Indah Firmaja Sari yang berjudul Pelaksanaaan
Pagang Gadai Tanah Pusako Tinggi pada Masyarakat Minangkabau (Studi di
Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat).
artikel ini berfokus kepada kajian terkait sengketa yang muncul akibat tidak
adanya kejelasan mengenai batas waktu pelaksanaan pagang gadai di Padang

Pariman, sehingga menyebabkan konflik di antara kedua belah pihak. la

13 Sri Sudiarti, “Bai’ al-wafa’: Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya”, Jurnal:
Analytica Islamica, Vol.5:1 (2016), him. 198.

“ Ibid.



menjelaskan ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa yakni faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ialah, kerenggangan hubungan
antara mamak dan kemenakan. Adapun faktor eksternalnya ialah karena tidak
adanya aturan tertulis terkait pelaksanaan pagang gadai yang berlaku pada
lingkungan adat Minangkabau, yang tidak sesuai dengan ketentuan administrasi
atau prosedur pelaksanaan perjanjian kresdit yang berlaku saat ini di Indonesia.
Bertambahnya jumlah penduduk di Kecamatana Nan Sabaris, sementara luas
tanah yang ada tidak mengalami penambahan, serta pengingkatan dan
pengembangan bangunan, pendidikan sosial dan ekonomi di Kecamatan Nan
Sabaris."

Artikel yang ditulis oleh Farhan Muhammad Aziz tentang Pelaksanaan
Pagang Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat di Kenagarian Koto Tinggi
Kecamatan Baso Kabupaten agam Provinsi Sumatera Barat. artikel terbut lebih
berfokus kepada tinjauan hukum adat terhadap pelaksanaan gadai di lokasi
tersebut. Transaksi gadai sawah yang terjadi di Kenagarian Koto Tinggi ada yang
dilakukan secara tertulis yakni dengan adanya surat gadai yang dilakukan oleh
dua orang saksi, dan biasanya dibuat si atas degel atau saat sekarang dibuat
dengan memakai materai, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi
dan ada juga diketahui oleh mamak kepala waris jika tanah yang digadaikan
merupakan harta pusaka tinggi, akan tetapi jika harta tersebut merupakan harta

pusaka rendah maka transaksi gadai cukup ditandatangani oleh dua orang saksi,

!> Indah Firmaja Sari, Pelaksanaan Pagang Gadai Tanah Pusako Tinggi Pada Masyarakat
Minangkabau (Studi di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera
Barat), Tesis Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2017.



yang mana saksi tersebut terdiri dari saksi dari pihak penggadai dan penerima
gadai, dengan dihadiri oleh dua saksi, yang mana saksi tersebut terdiri dari satu
saksi dari pihak si penggadai dan satu saksi dari pihak si penerima gadai, dalam
perjanjian di bawah tangan.*®

Artikel yang disusun oleh Aliasman dengan tema Pelaksanaan Gadai
Tanah dalam Masyarakat hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago
Kabupaten Padang Pariaman setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960.
Seperti yang terlihat dari tema tersebut bahwa kajian ini berfokus kepada gadai
tanah yang terjadi setelah berlakunya pasal 7 UU No. 56/Prp/1960. Dalam artikel
ini dinyatakan bahwa pelaksanaan gadai tanah dalam Masyarakat Hukum adat
Minangkabau Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman setelah berlakunya
Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 tetap berlangsung menurut hukum adat dan statusnya
tetap ada, meskipun telah ada UU No 56/Prp/1960 namun hukum nasional
tersebut tersingkir oleh hukum adat seperti sedia kala.*’

Artikel yang ditulis oleh Ihdi Aini dengan tema analisis Pelaksanaan gadai
Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus di Kenagarian Simpang Tonang,
Kecamatan Duo Koto, Pasaman). Kajian ini berfokus pada tinjauan yuridis yakni

tinjauan UU tersebut terhadap pelaksanaan pagang gadai di Nagari Simpang

1% Farhan Muhammad Aziz, Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat
di Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Basi Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, JOM
Fakultas Riau, VVol.7:1 (Januari-juni 2020), him. 1.

7 Aliasman, Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di
Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960.
Tesis Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2005.



10

Tonang. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa gadai yang dilakukan di Nagari
Simpang Tonang belum sesuai dengan UU No. 56/Prp/1960, karena pelaksanaan
gadai masih dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah ini.*®

Artikel yang ditulis oleh Ayub Wirasaputra dengan tema Pagang Gadai
Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Kecamatan Hukum Nasional. Praktik gadai
yang terjadi saat ini di Minangkabau khususnya di Kenagarian Taram dilakukan
bukan lagi atas dasar tolong-menolong sebagaimana yang dicontohkan oleh
orang-orang tua dahulunya dan terindikasi dari pesan ketentuan adat yang
disampaikan dengan begitu ketatnya persyaratan dalam menggadai tanah
pertanian atau sawah milik kaum atau suku. Praktik gadai yang dilakukan oleh
masyarakat Nagari Taram tersebut tidak merujuk pada hukum nasional baik itu
hukum adat, syariah Islam maupun perdata.*®

Artikel yang ditulis oleh Nur Adhim, Triyono, Naina Fadli Alfriano
bertemakan Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Sumatera Barat dalam
Pelaksanaan Gadai Tanah. Artikel ini lebih berfokus kepada kajian hukum terkait
pelaksanaan gadai tanah di Sumatera Barat. Dalam artikel ini dinyatakan bahwa
pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan masyarakat adat Sumatera Barat masih
menggunakan hukum adat, yakni menggadai yang dilakukan di hadapan ninik

mamak (kepala adat) suku penggadai tersebut. Dalam pelaksanaan gadai tanah

'8 Ihdi Aini, Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang
No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Yurisprudensi : Jurnal Hukum
Ekonomi, Vol.6:1 (Juni 2020), him. 97.

19 Ayub Wirasaputra, Pagang Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau Dalam Kacamata
Hukum Nasional, Journal of Law and Policy Transformation, Vol.2:2 (Desember 2017), him. 1-
22.
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tersebut tidak berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang
Penetapan Luas Pertanian.”

Artikel yang ditulis olen M. Yarham dengan tema Analisis Hukum
Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Lahan sawit di Kecamatan Gunung
Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Hasil dalam kajian ini menunjukkan bahwa
praktik gadai lahan sawit di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
dilihat dari segi akadnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya
hukum ekonomi syariah karena adanya pensyaratan adanya pemanfaatan barang
gadai. Kajian ini menggunakan konsep ar-rahn sebagai pisau analisisnya,
sehingga berpendapat demikian.**

Tulisan yang ditulis oleh Rinny Dhita Utari bertemakan Pelaksanaan
Gadai Sawah pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten
Agam dalam Perspektif Hukum Islam. Artikel ini menggunakan teori ar-rahn
sebagai pisau analisisnya, sehingga simpulan dalam kajian ini ada ketidaksesuaian
dalam syarat barang yang digadaikan, syarat utang, dan syarat kesepakatan,
sehingga disimpulkan akadnya menjadi batal atau tidak sah karena tidak

memenuhi syarat berlakunya gadai dalam hukum Islam. Akad tersebut juga dinilai

20 Nur Adhim dkk, Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Sumatera Barat dalam
Pelaksanaan Gadai Tanah, Diponegoro Private Law Review, VVol.4:1 (Februari 2019), him. 439.

2L M. Yarham, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Lahan Sawit di
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Jurnal Tamwil, Vol.5:1 (Januari-Juni 2019),
him. 31.
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tidak sah karena adanya pemanfaatan barang gadai karena mengandung unsur
riba.?

Artikel yang ditulis oleh Satria Hadi Al-Imanni tentang Praktik Pagang
Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat
Menurut Pandangan Fikih Muamalat. Tulisan ini menggunakan teori ar-rahn
sebagai pisau analisisnya sehingga dalam artikel ini disimpulkan bahwa pagang
gadai yang terjadi di Nagari Sungai Tunu Kecamatan ranah Pesisir Sumatera
Barat ini dinilai tidak sesuai dengan konsep gadai atau ar-rahn dalam fikih
muamalat karena adanya pemanfaatan terhadap barang yang menjadi jaminan
dalam transaki tersebut.”®

Artikel yang ditulis oleh Benny Oktavian, Melinda Noer, dan Jafrinur
tentang Analisis Bentuk Komunikasi pada Pagang Gadai Sawah di Kabupaten
Tanah Datar (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto). Artikel ini lebih
berfokus kepada analisis bentuk komunikasi yang digunakan oleh pemagang dan
penggadai saat melakukan gadai sawah, kemudian menganalisis terjadinya
sengketa atau konflik yang terjadi salam pgang gadai sawah di Nagari Jaho
Kecamatan X Koto. Bentuk komunikasi yang dipakai di Nagari Jaho Kecamatan
X Koto Kabupaten Tanah datar tersebut menggunakan komunikasi secara

langsung sebagai alat untuk memperlancar maksud mereka, yaitu dengan bertatap

22 Rinny Dhita Utari, Pelaksanaan Gadai Sawah pada Masyarakat Jorong Bingkudu
Kecamatan Candung Kabupaten Agam dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018.

% gatria Hadi Al-lmanni, Praktik Pagang Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu
Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fikih Muamalat, Skripsi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Tahun 2019.
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muka secara langsung antara si pemagang dan si penggadai atau tidak langsung
dengan menggunakan surat bertuliskan perjanjian pitih diganti pitih tabilang
(uang diganti uang terbilang), tanah diganti tanah, sawah diganti sawah, emas
diganti emas, untuk melakukan transaksi pagang gadai, karena si pemagang
memberikan pinjaman ataupun uang untuk keperluan si penggadai, adapun hal
lain yang terjadi dalam melakukan pagang gadai di Nagari Jaho dengan memakai
orang ketiga dalam melakukan transaksi pagang gadai. Bentuk komunikasi di
Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dalam pagang gadai di
lahan pertanian adalah bentuk komunikasi antarpribadi yakni komunikasi yang
berlangsung secara dialogid antara dua orang atau lebih antara si pemagang dan si
penggadai.®*

Artikel yang ditulis olenh Eti Siska Putri dengan tema Pemetaan dan
Resolusi Konflik Pagang Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau (Studi di Jorong
Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman,
Sumatera Barat). artikel tersebut berbicara tentang pemetaan realita dan
merumuskan resolusi konflik gadai tanah ulayat di Jorong Kajai Nagari Ladang
Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Konflik
yang terjadi ialah konflik tertutup dan terbuka. Konflik tertutup berupa saling
tidak tegur sapa dan adanya rasa saling curiga satu sama lain, sementara konflik
terbuka berupa cekcok yang terjadi dalam masyarakat kemudian mengeluarkan

kata-kata yang tidak pantas (kasar) dan berujung kekerasan. Resolusi konflik yang

 Benny Oktavian dkk, Analisis Bentuk Komunikasi Pada Pagang Gadai Sawah di
Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto), Jurnal Niara, Vol. 13:2
(Januari 2021), him. 53.
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diberikan ialah dalam bentuk musyawarah, kerjasama, dan penyelesaian dengan

kearifan lokal.?®

E. Kerangka Teoritik

Muamalat merupakan ajaran yang terkait tentang persoalan umat tentang
mencapai hajat hidupnya antar sesama umat seusai dengan ketentuan syariat dan
prinsip-prinsip yang terkandung dalam al Qur’an dan as Sunnah. Pada prinsipnya
masalah muamalat bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan manusia, yakni
dengan melihat kondisi dan situasi yang berada di sekitar manusia.? Muhammad
Yusuf Musa mendefinisikan bahwa fikih muamalat ialah ketentuan Allah yang
wajib dilaksanakan dan ditaati saat kehidupan bermasyarakat guna memelihara
kebutuhan umat.?” Abdullah al-Sattar Fathullah Sa’id dikutip oleh Nasrun Haroen
bahwa fikih muamalat merupakan norma yang bertautan dengan perilaku manusia
dalam persoalan duniawi seperti masalah utang-piutang, perniagaan, kontrak, dan
perserikatan.”®

Secara praktik pagang gadai terlihat mirip dengan cabang jual beli yakni
akad bai’ al-wafa’ dalam fikih muamalat. Jual beli bahasa Arabnya dikenal al-

bai’ mengandung makna melunasi, menjajakan, dan menggantikan suatu benda

> Eti Siska Putri, Pemetaan dan Resolusi Konflik Pagang Gadai Tanah Ulayat di
Minangkabau (Studi di Jorong Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten
Pasaman, Sumatera Barat), Tesis Universitas Negeri Padang, Tahun 2020.

% Nasrun Haroen, Figih Muamalat, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him. ix.

27 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fikih Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),
him. 3

28 Nasrun Haroen, him. vii.
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dengan benda lain. Menurut Hanafiyah jual beli ialah menggantikan benda dengan
hal yang dikehendaki yang setara serta berdayaguna. Sementara Malikiyah,
Syafi’iyah, dan Hanabilah mengartikan jual beli sebagai tindakan memindahkan
harta berupa penggantian pemilikan.?

Mardani menyatakan bahwa ada berbagai macam akad dalam jual beli,
seperti akad salam, istishna’, murabahah, bai’ al-dayn, bai’ bidhamanil ajil, bai’
al-inah, bai’ tawarrug, dan bai’ al-wafa’. Fokus kajian ini pada salah satu akad
tersebut yakni akad bai’ al-wafa’*® Akad merupakan perjumpaan antara ijab dan
kabul sebagai ungkapan kemauan antara satu pihak atau lebih guna menimbulkan
konsekuensi hukum pada objeknya.*® Pengertian tersebut mengindikasikan
pentingnya akad dalam sebuah perjanjian termasuk dalam perjanjian jual beli.

Bai’ al-wafa’ berasal dari Asia Tengah tepatnya di Bukhara dan Balkh
pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah. Jenis perniagaan ini timbul karena
ketidakmauan pihak si kaya memberikan pinjaman secara gratis kepada si miskin,
mereka mau mendistribusikan selagi mendapatkan imbalan. Karena meminta
tambahan dalam pembayaran utang merupakan sesuatu yang diharamkan, pada

saat itu masyarakat di sana merekayasa jual beli dalam bentuk bai’ al-wafa 32

2% Mardani, Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Group,
2015), him. 101.

% 1bid., him. 113.

31 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), him. 68.

% panji Adam, Fikih Muamalat Adabiyah, (Bandung: Refika Aditama, 2018), him. 351.
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Bai’ al-wafa’ dalam Mazhab Maliki dikenal dengan sebutan bai’ thanaya,
dalam Mazhab Syafi’i dikenal dengan bai’ uhdah, dalam Mazhab Hanbali dikenal
dengan bai’ amanah atau bai’ tho’ah atau bai’ jaiz, dan dalam sebagian kitab
Hanafi dikenal dengan nama bai’ mu’amalah.®® Secara terminologis al-bai’
berarti jual beli dan al-wafa’ berarti pelunasan/penutupan utang.®*

Sayyid Sabig mendefinisikan bai’ al-wafa’ sebagai perniagaan di mana
ada pihak yang membutuhkan dana tunai dengan menjual tanah karang yang diam
dengan syarat bila pinjaman dilunasi maka barang yang diberikan dapat diperoleh
kembali.*® Disebut jual beli wafa’ (pelunasan) dikarenakan nada semaam
pernyataan janji oleh pembeli guna memenuhi hak penjual, dalam hal ini haknya
ialah menyerahkan kembali barangnya apabila si penjual membayar uangnya.
Terdapat keuntungan penjual dalam transaksi ini, karena ia dapat memperoleh
uang tanpa menjual habis harta yang mungkin saja dia berusaha keras agar
hartanya tidak berpindah kepemilikan. Kemudian keuntungan bagi pembeli ialah
ia dapat mengelola harta dan jauh dari praktik riba.*

Dalam transaksi bai ‘ al-wafa’ terkandung hukum jual beli dan gadai.

dalam bai’ al-wafa terdapat hukum jual beli karena adanya kebolehan

untumemanfaatkan barang dagangannga dengan mengambil manfaatnya. Si

%% Suruhanjaya Sekuriti, Keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti,
(Kuala Lumpur: Tigas Pesiaran Nukit Kiara, 2006), him. 28.

% Mardani, Fikih Ekonomi, him. 178.

% Sayyid Sabig, Fikih Sunnah, Ter. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala,
2008), him. 192.

% Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Ter. Abu
Umar Basyir (Jakarta: Darul Hag, 2004), him. 128-129.
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pembeli dapat memanfaatkan sendiri atau menyewakan kepada orang lain tanpa
adanya izin dari si penjual. Kemudian dalam bai’ al-wafa’ terkandung hukum
gadai, karena tidak ada hak pembeli untuk menggunakan hartanya dan
memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Benda itu tidak digunakan utntuk
syufah, dan biaya perawatannya menjadi tanggung jawab penjual, kemudian
pembeli juga berkomitmen menjaga harta si penjual hingga si penjual
mengembalikan harga yang telah diterimanya.*’

Hukum pokok pada bai’ al-wafa ialah jual beli, dan hukum cabangnya
ialah barang yang sudah dibeli tersebut bisa dijual lagi. lllatnya ialah karena
adanya perjanjian dalam jual beli itu. Oleh sebab itu, orang yang bertransaksi
menggunakan akad bai al-wafa’, si penjual dapat membayar kembali benda yang
sudah dijual kepada pembeli, karena ini sudah diperjanjikan oleh kedua belah
pihak.®

Rukun dan syarat bai’ al-wafa’ sama dengan jual beli pada umumnya,
yakni ada penjual dan pembeli, objek akad (barang dan harga), dan adangya sighat
atau pengucapan serah terima. Demikian juga dengan syaratnya, bai’ al-wafa’
juga sama dengan jual beli pada umumnya. Perbedaannya di bai’ al-wafa’

terdapat penerangan terkait benda yang sudah dijual dibeli lagi oleh si penjual

37 1bid., him. 129-130.

% Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Logos
Wacana llmu, 1997), him. 103-104.
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dengan sesuai masa yang sudah ditetapkan oleh kedua pihak yang berakad, baik

itu satu tahun, dua tahun atau selamanya.*

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan
konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis
adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal
yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.*’Metode penelitian pada
prinsipnya ialah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu.* Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian, sifat penelitian, pengumpulan data, dan analisis data*’ sebagaimana
yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini jika dilihat dari segi objeknya termasuk penelitian
lapangan atau field research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di

lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi

% Sri Sudiarti, Fikih Muamalat Kontemporer, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), him.
111.

0 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum |, cet. ke-3 (Jakarta: Ul-Press, 1986),
him. 42.

* Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, cet. ke-19 (Bandung:
Alfabeta, 2013), him. 2.

2 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah
demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, (Yogyakarta: Graha IImu, 2010), him. 276.
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masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.*® Penelitian ini bersifat
deskriptif analitis, dan merupakan gabungan penelitian pustaka dengan
penelitian  pustaka (library research). Oleh sebab itu penulis akan
menguraikan semua temuan yang berkaitan tentang pagang gadai yang terjadi
di Sumatera Barat, lalu menganalisa dengan menggunakan perspektif
muamalat dalam hal ini berkaitan dengan bai’ al-wafa’.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan perspektif
fikih muamalat yakni teori bai’ al-wafa’ guna menjawab permasalahan yang
dikaji.
3. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Jika
peneliti menggunakan Kkuisioner atau wawancara dalam pengumpulan
datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon
atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis
maupun lisan.**Adapun yang dimaksud dengan sumber data adalah semua
informasi  baik yang termasuk benda nyata, sesuatu yang abstrak,

peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.*®

*® Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo,
1998), him. 22.

* Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, cet. ke-4 (Jakarta:
Bina Aksara, 1987), him. 102.

** Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, cet
ke-4 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), him. 44.
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a. Data Primer
Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang
yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data yang
diperoleh melalui wawancara atau memakai kuisioner merupakan data
primer.*® Oleh sebab itu sumber data primer dalam penelitian ini adalah
responden yakni penggadai dan penerima gadai.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung
dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Data
yang didapatkan dari laporan suatu perusahaan, atau dari suatu
lembaga.*’Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah sumber-
sumber yang relevan dengan permasalahan yang dikaji baik dalam
bentuk buku, jurnal, peraturan seperti kompilasi hukum ekonomi syariah,
dan sumber lain yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data penulis menggunakan wawancara guna
mendapatkan data di lapangan, Menurut Mc. Milan dan Schumacher
sebagaimana dikutip oleh Uhar Suharsaputra bahwa ada beberapa instrumen
untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif di antaranya ialah observasi

partisipan, observasi bidang atau lapangan, wawancara mendalam, dokumen

* Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, cet. ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011),
him. 80.

" Ibid.
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dan artefak, serta teknik tambahan seperti audio visual.** Adapun teknik
pengumpulan data yang penulis gunakan ialah wawancara. Wawancara yang
dilakukan termasuk ke dalam wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara
merupakan proses tanya jawab secara lisan, beranggotakan dua orang atau
lebih secara berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain
dan mendengar sendiri dari suaranya. Oleh karena perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi definisi wawancara di atas mengalami perubahan
dan penyempurnaan. Saat ini tanya jawab dapat dilakukan jarak jauh.*°

Irawan Soehartono mendefinisikan sebagaimana yang dikutip oleh
Nur Amin Fattah bahwa wawancara merupakan pengumpulan data dengan
cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul
data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau
direkam dengan alat perekam (tape recorder).*
5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif dimana data cenderung terdiri dari analisis teks serta cenderung
melibatkan pengembangan sebuah deskripsi dan tema-tema.>* Menurut

Bogdan dan Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tanzeh bahwa

* Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, cet. ke-1
(Bandung: PT Refika Aditama, 2012), him. 209.

* Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, him. 88.
%0 Nur Amin Fattah, Pengantar Metodologi Penelitian,( Jakarta: tnp, 2007), him. 46.

1 Emzir, Metodologi Penelitian Kiualitatif: Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Press,
2010), him. 7.
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analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis
transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang telah dihimpun
oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata,
membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari
pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang akan diteliti dan
dilaporkan secara sistematis,>” yakni data tentang praktik pagang gadai yang
terjadi di Sumatera Barat. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni
penulis mendeskripsikan fakta tentang praktik pagang gadai yang terjadi di
kalangan masyarakat Sumatera Barat lalu dianalisis dengan menggunakan

teori bai” al-wafa’.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca mengikuti pembahasan ini, diterangkan bahwa tesis ini
terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu ialah bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka guna memetakan posisi
penelitian, kerangka teoritik yang memuat teori yang akan digunakan dalam
permasalahan ini, metode penelitian yang berisikan tentang hal-hal terkait langkah
yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut.

Bab dua membahas tentang teori yang akan digunakan dalam kajian ini
yakni dimulai dengan konsep fikih muamalat, konsep jual beli secara umum,

dimulai dengan pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, serta berakhirnya

°2 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian, him. 168.
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jual beli. Kemudian dilanjutkan dengan konsep bai’ al-wafa’ yang dimulai dari
definisi serta dasar hukum, rukun dan syarat, serta berakhirnya bai’ al-wafa’.

Bab tiga memuat tentang praktik pagang gadai yang terjadi di Sumatera
Barat seperti pengertian pagang gadai, unsur pagang gadai, berakhirnya pagang
gadai serta ketentuan-ketentuan terkait praktik pagang gadai seperti objek gadai
dan jangka waktu pelaksanannya.

Bab empat akan membahas tentang penjelasan terkait pelaksanaan pagang
gadai di Sumatera Barat, dan analisis terkait pelaksanaan pagang gadai di
Sumatera Barat perspektif fikih muamalat.

Bab lima memuat tentang penutup yang memuat simpulan dari bahasan

serta kritik dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pagang gadai merupakan transaksi yang lahir dan berkembang di
kalangan masyarakat Sumatera Barat. Transaksi ini bersifat tolong-
menolong antara si penggadai dan si pemagang gadai. Penggadai
menerima sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya, sementara si
pemagang gadai menerima tanah untuk dihasilkan selama masa pagang
gagdai berlangsung. Objek pagang gadai biasanya berasal dari harta
pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi biasanya
dapat berbentuk tanah ulayat atau tanah ulayat yang sudah ada tanaman
di atasnya. Harta pusaka rendah juga berupa tanah milik pribadi,
sehingga 1ia tidak memerlukan tandatadangan ahli waris untuk
pelaksanaan pagang gadai yang akan dilakukan. Seiring perkembangan
zaman, objek pagang gadai tidak hanya terbatas pada tanah saja. Namun
dapat juga dalam bentuk kolam ikan, tambak ikan, mesin bajak sawah,
tanah yang ada pepohonan di atasnya seperti pohon kelapa, kelapa sawit,
karet, cengkeh, dan pepohonan lainnya yang bernilai uang apabila tiba
masa panen. Pagang gadai dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan dan
tulisan, namun pada masa sekarang masyarakat Sumatera Barat lebih
memilih perjanjian tertulis dibanding lisan.

Pagang gadai merupakan implementasi dari akad bai’ al-wafa’. Oleh

sebab itu penulis berpendapat bahwa pagang gadai ini dibolehkan,

108
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karena pagang gadai memenuhi tujuan syara’ yakni mendatangkan
kemaslahatan antar sesama manusia. Dalam hal ini dapat dilihat ketika si
penggadai memperoleh uang dari si pemagang gadai ia dapat memenuhi
kebutuhannya dengan uang tersebut, sementara si pemagang gadai juga
menerima tanah atau objek pagang gadai lainnya untuk dikelola.
Kemudian berdasarkan analisis penulis pagang gadai di Sumatera Barat
telan  memenuhi prinsip-prinsip dalam bermu’amalah. Hal ini
dikarenakan pagang gadai tidak termasuk ke dalam perbuatan yang riba,
gharar, maisir, batil dan bentuk terlarang lainnya. Kemudian yang paling
penting dalam bermuamalah ialah adanya keredhaan kedua belah pihak.
Melihat adanya prosedur pagang gadai sebagaimana yang telah
dipaparkan sebelumnnya, dapat dipahami bahwa transaksi ini dilakukan
atas dasar suka sama suka.
B. Saran
1. Kepada pelaku yang melaksanakan pagang gadai agar tidak
memperjanjikan pelaksanaan pagang gadai terlalu lama. Hal ini lebih
kepada menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap harta yang
diperjual belikan. Oleh sebab itu ada baiknya dibatasi waktunya,
misalnya enam bulan, satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun. Kemudian
kepada pembeli atau pemagang gadai agar membuat kesepakatan harga
yang tidak terlalu tinggi, sehingga mudah saat membeli kembali benda

yang sudahh dijual.



110

2. Kepada Tokoh Adat, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Bundo
Kanduang, agar disesuaikan pelaksanaan pagang gadai dengan fikih
muamalah, dalam hal ini seperti layaknya akad bai’ al-wafa’.

3. Kepada pemerintah daerah Sumatera Barat agar dibuat regulasi terkait
pelaksanaan pagang gadai, yang disesuaikan dengan akad bai’ al-wafa’
yang telah dimasukkan ke dalam hukum positif yakni dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah. Perlu adanya aturan ini, karena pagang gadai
merupakan akad yang urgen bagi masyarakat Sumatera Barat, di lain
sisi ini termasuk akad yang mudah, cepat, dan tidak butuh waktu lama,
serta masyarakat tidak perlu merasa malu apabila melakukan
pembiayaan di bank lalu mengalami gagal bayar kemudian objek yang

dijaminkan disita oleh pihak bank.
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TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-

ISTILAH
Hal. Nomor Ayat Al-Quran, Terjem
Footnote Hadits dan ahan
Istilah
4 11 Kaidah Fikih “Setiap pinjaman menarik
Muamalah manfaat(oleh kreditor)
adalah sama dengan
riba”.
24 16 Kaidah Fikih “ Hukum asal dalam semua bentuk
Muamalah muamalah ialah boleh dilakukan
kecuali ada dalil
yang
mengharamkannya”

26 41 Al-Qur’an “ ... padahal Allah telah
menghalalkanjual beli dan
mengharamkan riba...”

27 22 Kaidah Fikih “Meraih kemaslahatan dan
menolak
kemudharatan”

28 26 Kaidah Fikih “Hukum asal dalam transaksi ialah

Muamalah keridhaan kedua belah pihak yang
berakad, hasilnya adalah berlaku
sahnya yang diakadkan.”

29 28 Kaidah Fikih “Ridha atas sesuatu berarti ridha

Umum puladengan akibat yang muncul
dari sesuatu
tersebut.”

30 31 Al-Qur’an “... dan tolong-menolonglah kamu
dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan  tolong-
menolong
dalam berbuat dosa dan
pelanggaran).”

34 45 Al-Qur’an “...padahal Allah telah
menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba...”

34 46 Al-Qur’an “... dan persaksikanlah apabila

kamu
berjual beli...”




35

47

Al-Qur’an

“Hai orang-orang Yyang beriman,
janganlah kamu saling mamakan
harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali  dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan
suka sama suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh
dirimu, sesungguhnya Allah

Maha Penyayang kepadamu.”

35

48

HR al-Bazar dan
al-Hakim

“Rasulullah SAW ditanya salah
seorangsahabat mengenai pekerjaan
(profesi) apa yang paling baik.
Rasulullah ketika itu menjawab:
Usaha tangan manusia sendiri dan
setiap jual beli yang

diberkati.”
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